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ABSTRACT

Tujuan penelitian ini yaitu menguji dan menganalisis
pengaruh kualitas layanan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran
wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di
wilayah jakarta timur. Metode penelitian ini menggunakan
metodepenelitian kuantitatif dimana objek yang digunakan
merupakan Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah Jakarta Timur. Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan simple random sampling.
Adapun jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah 200 responden. Rancangan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pengujian hipotesis (hypothesis testing)
dengan menggunakan structural equitation model (SEM)
SmartPLS 4.0. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan
bahwa variabel Kualitas Layanan Pajak, Sanksi Pajak, dan
Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM di Wilayah Jakarta Timur. Penelitian ini memiliki
keterbatasan objek penelitian yang hanya dilakukan pada
masyarakat khususnya diwilayah Jakarta Timur. Hal ini dapat
menjadi saran untuk peneliti selanjutnya. Kebaharuan dalam
penelitian ini menggabungkan variabel Kualitas Layanan

Pajak,Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM.

INTRODUCTION

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu
negara khususnya di Indonesia, maka pembangunan bertujuan untuk
mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Salah satu
kelompok wajib pajak yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian
adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, tingkat kepatuhan
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pajak di kalangan UMKM masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi
(Pajak, 2022).

Kepatuhan wajib pajak yang menjadi sorotan atau perhatian pemerintah
saatini adalah wajib pajak UMKM. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu antara lain: Kualitas layanan pajak, sanksi
pajak dan kesadaran wajibpajak (Yulianti & Kurniawan, 2019). Sanksi perpajakan
merupakan salah satu alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan
dan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Dinda Ayu, 2020)

Direktur Jendral Pajak menyampaikan bahwa berdasarkan UU HPP Nomor
7 Tahun 2021 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan omzet
dibawah Rp. 500 juta tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), ini suatu langkah
yang diambil oleh pemerintah adalah memberikan manfaat pajak kepada
UMKM dengan menurunkan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dan
meniadakan PPh Final bagi pemilik usaha dengan omzet tahunan sampai
dengan Rp. 500 juta.Walaupun peraturan ini dibuat untuk mempermudah Wajib
Pajak UMKM untuk menjalankan kewajiban dalam pajaknya, ternyata masih ada
beberapa WajibPajak UMKM yang tidak patuh dengan aturan pemerintah yang
ada pada saat ini. Permasalahan ini harus segera dituntaskan oleh petugas pajak
(Ni Putu YeniYustika Dewi et al., 2022).

Perkembangan
No Indikator Satuan Tahun 2018 9 Tahun 2019 ™) Tahun 2018-2019
Jumlah Pangsa(%o) Jumlah Pangsa(%) Jumlah (%e)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. | UNIT USAHA (A+B) (Unit) | 64.199.606 65.471.134 1.271.528 | 1,98
A. Usaha Mikro, Kecil (Unit) | 64.194.057 99,99 65.465.497 99,99 1.271.440 | 1,98
dan Menengah
(UMKM)
- Usaha Mikro (UMI) (Unit) | 63.350.222 98.68 64.601.352 98,67 1.251.130 | 1,97
- Usaha Kecil (UK) (Unit) 783.132 1,22 798.679 1.22 15.547 1,99
- Usaha Menengah (UM) (Unit) 60.702 0,09 65.465 0,10 4.763 7.85
B. Usaha Besar (UB) (Unit) 5.550 0,01 5.637 0,01 87 1,58

Sumber : KEMENKOP dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2018

Dari tabel diatas, menunjukan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) dan Usaha Besar (UB) terdaftar dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami
kenaikan setiap tahunnya, hingga menembus angka 60 Juta. Saat ini realisasi
pendapatan diindonesia kurang lebih 80%. Kementerian Keuangan RI mencatat
realisasi penerimaan negara adalah sebagai berikut.
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Tahun Target Realisasi Penerimaan Pajak Target Persentase
Penerimaan Pajak
2018 Rp.1.315,00 Triliun Rp.1.424,00 Triliun 92,35 %
2019 Rp.1.332,06 Triliun Rp.1.577,56 Triliun 84,44 %
2020 Rp.758,60 Triliun Rp.1.198,82 Triliun 66,61 %
2021 Rp.1.231,87 Triliun Rp.1.229,06 Triliun 100,19%
2022 Rp.1.716,08 Triliun Rp.1.229,06 Triliun 115,6%

Sumber : (Kementerian keuangan, Republik Indonesia, 2022

Sektor pajak mayoritas bersumber dari sektor riil ekonomi. Salah satunya
Adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Peraturan (PP) Nomor 23
Tahun 2018 menurunkan tarif pajak penghasilan pada UMKM dari 1% menjadi
0,5%. Adapun tarif pajak ini dikarenakan atas peredaran bruto sesuai prinsip
presumptive tax, yakni perhitungan nilai pajak terutang berdasarkan indikator
selain penghasilan neto, Tarif final PPh 0,5 persen akan dilaksanakan dalam
jangka waktu yang telah ditentukan yaitu, 7 tahun bagi Wajib Pajak ( WP ) bagi
perorangan , 3 tahun bagiperseroan terbatas , dan 4 tahun bagi Wajib Pajak ( WP
) badan selain perseroan terbatas (Ratmono, dwi & Cahyonowati, 2013).

Selain itu , hitungan omset yang menjadi acuan akan dikenakan tarif PPh
tinal 0,5% adalah omset per bulannya. Jika jumlah sisa Wajib Pajak ( WP) lebih
dari Rp 4,8 miliyar, maka tarif yang sama berlaku 0,5 % sampai dengan akhir
tahun bagi Wajib Pajak ( WP ) maka dikatakan selesai (Pradnyana & Prena, 2019).
Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM yang memenuhi kewajibannya dapat lebih
banyak. Alasannya tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sudah melandai daril%
menjadi 0,5%, sehingga seharusnya jumlah Wajib Pajak UMKM jauh lebih
banyak (Utari et al., 2020).

Dalam kurun waktu beberapa tahun sedikit, sektor UMKM berhasil
bertransformasi menjadi penggerak baru perekonomian Indonesia. Kontribusi
UMKM terhadap Produk Domestik Bruto tercatat mencapai 61,4%. dengan
dominasi tersebut, UMKM setidaknya menyerap hampir 97& total tenaga kerja
nasional dan memiliki proporsi 99% dari total pelaku usaha di Indonesia.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada latar belakang dan adanya
ketidakkonsistenan penelitian terdahulu. Dengan demikian penelitian ini dibuat
untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM di DKI Jakarta Timur dengan variable independent yaitu Kualitas
Layanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak. Faktor pertama adalah
kualitas layanan pajak, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Arifin
dan Nasution 2017).

Dengan demikian berdasarkan dari data UMKM penurunan hingga
mengalami kenaikan yang stabil, peneliti ingin melakukan penelitian dengan
judul “Pengaruh Kualitas Layanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib
Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di DKI Jakarta Timur”
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THEORETICAL REVIEW

Kepatuhan Wajib Pajak

Pada (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020) kepatuhan bermakna patuh
danmengikuti ketentuan dan melaksanakannya. Ahli lainnya yakni Kesaulya &
Pesireron (2019) beropini bahwa kepatuhan pajak memiliki arti menjadi tuntutan
bagi Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, dan
melaksanakan hak yang diterimanya.

(Lalisu, 2021) menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah konsep yang
menyangkut kesadaran seseorang untuk bertindak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan administrasi perpajakan tanpa menyimpulkan
langkah- langkah penegakannya. Kepatuhan pajak sukarela sangat penting bagi
pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran.

Kualitas Layanan Pajak

Kualitas pelayanan adalah bagaimana konsumen mendapatkan apa
yang mereka inginkan (Rusydi, 2017). Berdasarkan definisi yang diberikan oleh
Kemenkeu, pelayanan yaitu pemberian fasilitas yang mencakup menanggapi
kebutuhan pelanggan dengan sepenuh hati, sekaligus terbuka, efisien, tepat dan
terjamin (Febri, 2020).

Kualitas pelayanan pajak adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak
dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan
interpersonalagar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Petugas pajak yang
melayani dengan cepat dan tepat menimbulkan persepsi positif bagi wajib pajak
UMKM sehingga wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar
norma perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan
dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah
(preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo
(2018).

Kedisiplinan wajib pajak meningkat sebagaiakibat dari keputusan wajib
pajak untuk mematuhi hukum daripada risiko sanksi pajak yang lebih berat
(Susmita dan Supadmi, 2016). Sanksi pajak terkait dengan keyakinan kontrol
karena dirancang untuk membantu orang dalam memenuhitanggung jawab
pajak mereka. Kedisiplinan wajib pajak didasarkan pada seberapa tinggi
keyakinan wajib pajak bahwa denda perpajakan dapat mempengaruhi perilaku
mereka dalam membayar pajak (Hidayati & Muniroh, 2023).

Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran wajib pajak menggambarkan tindakan mengerti atau
mengetahui, Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya didasari
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akan pengetahuan tentang perpajakan, seperti mengetahui arti, fungsi dan
peranan pajak dalam sebuah negara, mengerti hak serta kewajiban wajib pajak.
Menurut (Widyanti & Nurlis, 2010), kesadaran pajak meliputi pemahaman
bahwa pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam merangsang
pembangunan negara, pemahaman bahwa menunda pembayaran pajak akan
merugikan negara, dan pemahaman bahwa pajak dikenakan oleh undang-
undang dan dapat dpaksakan. Wajib pajak yang lebih sadarakan pentingnya
membayar pajaknya cenderung lebih patuh pada hukum (Riyanti &
Sudarmawanti, 2022).

Kesadaran wajib pajak merupakan syarat wajib pajak untuk secara benar
dan sukarela memahami, memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan.
Mutia (2014) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa sanksi perpajakan,
kesadaran perpajakan, pelayanan perpajakan dan peningkatan tingkat
pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Nadia
Salsabila & ImahdaKhoiri Furqon, 2020).

Kerangka Konseptual

Kualitas Pelayanan
Pajak (X1)

Kepatuhan Wajib
Sanksi Pajak Pajak UMKM

(X2) (Y)

Kesadaran Wajib
Pajak (X3)

Hipotesis
Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian terdahulu dan kerangka
konseptual yang telah dibuat, maka di dapat hipotes sebagai berikut:

Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kualitas pelayanan fiskus yang baik dari lembaga pajak dapat jadi modal
utama serta jadi perihal yang berarti buat bisa menarik atensi serta
memunculkan keyakinan dari wajib pajak. Apabila wajib pajak menemukan
pelayanan terbaik dan mencuat rasa yakin kepada lembaga pajak hingga hendak
terjalin peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan
Menika (2009) tentang pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan
wajib pajak PPh badan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, menunjukkan
hasil bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap
tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Dengan memberikan pelayanan yang berkualitas maka wajib
pajak akan senang dalam membayar pajak dan patuh dalam membayar pajak
(Sapriadi, 2013). Jadi dapat di tarik kesimpulan bahwa dari penelitian terdahulu
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Kualitas Layanan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga
menimbulkan hipotesissebagai berikut:

H1 : Kualitas Layanan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak

Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi perpajakan adalah semacam pengendalian atau pengawasan
pemerintah yang menjamin warga negara mematuhi peraturan perundang-
undangan agar wajib pajak tidak lalai dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Tujuan sanksi perpajakan bukan untuk merugikan wajib pajak,
menguntungkan petugas pajak, atau menguntungkan negara. Fischer et al.
(1992) mengatakan bahwa sanksi perpajakan adalah faktor penting dalam
menentukan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka
tingkat kepatuhan akan semakin tinggi (Lewis, 1992).

Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak
terpenuhinyakewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan
dalam UU Perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat
menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga
dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Hasil Penelitian yang
dilakukan oleh Arisandy (2017), (E. S. Perdana & Dwirandra, 2020), (Rianty &
Syahputepa, 2020), (Iriyanto & Rohman, 2022), (Kausar et al., 2022), dan
(Sapriadi, 2013) menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebutsemakin tinggi atau beratnya
sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Jadi dapat di tarik
kesimpulan bahwa dari penelitian terdahulu Sanksi pajakterhadap Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM,, sehingga menimbulkan hipotesis sebagaiberikut:

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui,
mengakui, menghormati dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku
serta memiliki tekad dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
(Septirani& Yogantara, 2020). Berdasarkan Theory of Planned Behavior, kesadaran
wajib pajak berhubungan dengan behavioral belief yang menjelaskan bahwa
sikap individu mempengaruhi keinginan individu untuk bertindak dan
memahami hasil dari tindakan individu tersebut.

Penelitian Karsimiati (2009) menguji pengaruh pelayanan fiskus, sanksi
denda dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gabus-Pati, hasilnya
menunjukkan pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi denda berpengaruh egatif
dan tidak signifikan. Sedangkan uji secara simultan bahwa variabel independen
berpengaruhpositif terhadap kepatuhan wajib pajak (Sapriadi, 2013).
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Berdasarkan penelitian Ratih dan Anisah (2021), (E.S. Perdana & Dwirandra,
2020), (Riadita & Saryadi, 2019), (Kausar et al., 2022), dan (Sapriadi, 2013)
menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap
kepatuhanwajib pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi berpengaruh terhadap
tingkat kepatuhan, dan semakin sadar wajib pajak maka tingkat kepatuhannya
akan semakin meningkat.

H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak.

METHODOLOGY

Penelitian = Pengaruh Kualitas Layanan Pajak, Sanksi Pajak dan
Kesadaraan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan
penelitian ini dilakukan di Jakarta Timur dengan menggunakan metode
penelitian kuantitatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM yang
berada di Jakarta Timur dengan kepemilikian NPWP dan usahanya terdaftar di
badan hukum pemerintahan di Jakarta. Pengambilan sampel di dalam
penelitian yaitu dengan teknik Simple Random Sampling. Simple Random
Sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan
secara acak tanpa memperhatikan yang ada di dalam populasi itu
(Sugiyono,2016). Besarnya sampel atau ukuran sampel disarankan oleh (Hair et
al.,, 2010) sesuai antara 100-200 responden agar dapat digunakan sebagai
insterpretasi denganStructural Equation Model (SEM).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah kuesioner.
Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara menjawabnya dengan di check
list (centang). Responden dalam peneleitian ini adalah UMKM di Jakarta Timur.
Dalam penelitian ini menggunakan metode PLS (Patrial Least Square)
merupakan metode nonparametric yang tidak memerlukan hipotesis dari data
dan teknik analisis menggunakan SEM (Structural Equation Modeling).

RESULTS
Pengukuran Model (Outer Model)
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Gambar Outer Model

Dari hasil outer loading variabel Kualitas Layanan Pajak, Sanksi Pajak,
Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai outer loading
>(0,7 yang dapat dinyatakan valid dan memenuhi syarat.

Dalam wji discriminant wvalidity ini juga dapat dihitung dengan
membandingkan nilai AVE (Average Variant Extracted) (Ghozali & Latan, 2015).
Syarat average variant extracted (AVE) adalah setiap variabel harus memenuhi
syarat yaitu >0,5 maka dinyatakan bahwa discriminant validity telah tercapai.
Berikut adalah tabel AVE dari setiap variabel :

Variabel AVE
Kualitas Layanan 0,740
Pajak
Sanksi Pajak 0,689
Kesadaran Wajib 0,836
Pajak
Kepatuhan Wajib 0,641
Pajak

Berdasarkan Tabel di atas bahwa diketahui nilai average variant exracted
dari setiap variabel kualitas layanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak
dan kepatuhan wajib pajak adalah > 0,5 yang berarti dapat disimpulkan bahwa
indikator dan variabel telah memenuhi syarat dari discriminant validiy.

Selanjutnya tahap pengujian composite reability dan cronbach alpha. Berikut
ini adalah data sajian yang sudah diolah melalui program SMARTPLS 4.0.

Variabel Hasil Syarat Cronbach Alpha Kesimpulan
Kualitas >0,7 Realiabel
Layanan 0,961

Pajak

Sanksi Pajak 0,949 >0,7 Realiabel
Kesadaran >0,7 Realiabel
Wajib 0,978

Pajak

Kepatuhan >0,7 Realiabel
Wajib 0,937

Pajak
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Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai cronbach Alphadari
setiap variabel memiliki nilai > 0,7. Dapat disimpulkan bahwa dari setiap
variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi dan telah memenubhi syarat.

Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Xx11 X110 x12 Xx13 X14 Xx15 X16 X7 x18 X19

N

x2.10 Y10

'\Y}‘ n Paiak (X1)
Y5
%P]k[)&) KpihaWJh\\\
YB

/ﬂ n Waj hPJ o3

X3.10 X398

Gambar Inner Model

Pengujian inner model ini dilakukan untuk memprediksi suatu hubungan
antar variabel laten. Pengujian ini dapat dilakukan dengan cara R - Square. Nilai
R - Square dinyatakan kuat yaitu 0,75 dinyatakan moderat yaitu 0,50 dinyatakan
lemah yaitu 0,25 (Ghozali & Latan, 2015). Berikut adalah nilai r-squaredalam
peneliatan ini.

Variabel R - Square

Kepatuhan Wajib Pajak 0,500

Sumber : Data diolah dengan menggunakan Smart PLS 4.0, 2023

Berdasarkan sajian data tabel diatas, dapat diketahui nilai R - Square
variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 0,500 (50,0%) nilai tersebut masuk
kedalam standar pengukuran kuat, dengan demikian dapat diartikan bahwa
kemampuan nilai R - Square memiliki pengaruh kuat. Hal ini menunjukkan
bahwa terjadi hubungan yang kuat antara Kualitas Layanan Pajak, Sanksi Pajak,
dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Analisis Pengujian Hipotesis

Hipotesis Original | Sample Standard T statistik P
Sample Mean Deviation | (O/STDEV) | Values
O) (M) (STDEV)
KLP >
KWP 0,131 0,136 0,060 2,185 0,029
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SP > KWP 0,592 0,588 0,075 7,865 0,000
Kesadaran

0,155 0,158 0,065 2,396 0,017
WP > KWP

Berdasarkan diatas menunjukkan bahwa kualitas layanan pajak memiliki
p - Value sebesar 0,029. Dikarenakan standar tingkat p - value adalah < 0,05 (0,029
< 0,05) Maka dapat disimpulkan memiliki pengaruh positif dan signifikan.
Sedangkan berdasarkan t hitung sebesar 2,185 dan nilai t tabel sebesar 1,97214 (t-
tabel a=0,05, df=n-k (200-4 = 196). Maka nilai t hitung 2,185 > 1,97214artinya Ha
diterima. Nilai original sample sebesar 0,131 yang berarti memiliki pengaruh
positif signifikan. Untuk Sanksi Pajak memiliki nilai p - value sebesar 0,000.
Dikarenakan standar tingkat p - value adalah < 0,05 (0,000 < 0,05) maka dapat
disimpulkan memiliki pengaruh positif dan signifikan. Sedangkan berdasarkan
t hitung sebesar 7,865 dan nilai t tabel sebesar 1,97214 (t- tabel a=0,05, df= n-k
(200-4 = 196). Maka nilai t hitung sebesar 7,865 > 1,97214 artinya Ha diterima.
Nilai original sample sebesar 0,592 yang berarti memiliki pengaruh positif
signifikan.

Dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai p - value sebesar 0,017.
Dikarenakan standar tingkat p - value adalah < 0,05 (0,017 < 0,05) maka dapat
disimpulkan memiliki pengaruh positif dan signifikan. Sedangkan berdasarkan
t hitung sebesar 2,396 > 1,97214 artinya Ha diterima. Nilai original sampel sebesar
0,155 yang berarti memiliki pengaruh positifsignifikan.

DISCUSSION

Dalam penelitian ini, peneliti mengetahui pengaruh dari Kualitas LayananPajak,
Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajakdi wilayah
Jakarta Timur.

Pengaruh Kualitas Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diwilayah Jakarta
Timur

Hipotesis pertama menguji dampak langsung Kualitas Layanan Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian, Kualitas Layanan
Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Jakarta Timur
dengan nilai (P - Value 0,029 < 0,05). Hasil penelitian ini sama dengan penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh (Arifin dan Susanto, 2021) bahwa variabel
Kualitas Layanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak.

Hal tersebut, Kualitas Layanan Pajak begitu penting sehingga wajib pajak
dapat menjadikan pedoman untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
Artinya jika semakin tinggi tingkat Kualitas Layanan Pajak maka semakin tinggi
juga Kepatuhan Wajib Pajak pada wilayah Jakarta Timur.

779



Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Jakarta
Timur

Hipotesis kedua menguji dampak langsung Sanksi Pajak terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian, Sanksi Pajak berpengaruh
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Jakarta Timur dengan nilai (P -
Value 0,000 < 0,05). Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh (Utami, 2020) menyatakan bahwa variabel Sanksi Pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diwilayah
Jakarta Timur

Hipotesis ketiga menguji dampak langsung Kesadaran Wajib Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian, Kesadaran Wajib
Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Jakarta Timur
dengan nilai (P - Value 0,017 < 0,05). Hasil penelitian ini sama dengan penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh (Novia Tunggal Dewi, 2020) menyatakan
bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada Bab IV sebelumnya
ditarik suatu kesimpulan bahwa terbukti :

a. Terdapat pengaruh Kualitas Layanan Pajak secara signifikan dan positi
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Jakarta Timur.

b. Terdapat pengaruh Sanksi Pajak secara signifikan dan positif terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Jakarta Timur.

c. Terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak secara signifikan dan positif
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Jakarta Timur.
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